jdih.metrokota.go.id

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Menimbang:

Mengingat:

on

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR I TAHUN 2020

TENTANG
PENDIRIAN MUSEUM DI KOTA METRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa upava mencapal tujuan kesejahteraan umum sebagaimana
dismanatkan dalam pembukssn Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonecsia Tahun 1945 salah satunyva dapat diwujudkan
dalam’ bentuk pelestarian budaya lokal melalui pembangunan
museum di daerah;

hahwa pendirian museum di Kota Metro sebagal pengalihfungsian
vapar budayva memiliki fungsi sosial sebagai pemcliharaan lata
nilai, transfer budaya antar generasi, serta media pendidikan dan
petnbelajaran bagl masyarakat;

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor &6 Tahun 2015 tentang
Museum memberikari  kewenangan kepada dasrah  untuk
mendirikan museum sebagai salah sat bentuk inovasi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, hurad b, dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pendirian Museum di Kota Metro,

Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nommor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat H Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat [I Lampung Timur, dan Kotamadya
Daerah Tingkat II Metro [Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung  (Lembaran MNepara Republik Indonesia Tabun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republllt Indonesia
Mormmor 4247];

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Indang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (entang Pelayanan Publik
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,
Tamhahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan  (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana lelah  diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 {Lembaran Negars,
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Repuhblik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2015 (Lemmbaran  Nepara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Thdonesia Nomor 36749);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tebun 2015 fentang Muscum

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan  Bersama Menteri Dalam  Negen dan Menterni
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan 40 Tahun
2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan,

Peraturan Menteri Pckerjaan Umum dan Perumahan Rakgat
Nomor O1/PRT/M/2015 (entang Bangunan Gedung Cagar
Budaya vang Dilcstarikan (Berita Negara Republik Indoncsia
Tahun 2015 Nomor 308);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Bangunan Gedung [Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 entang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tabun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor (2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metrs Nomar (02,

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Penvelengparaan Keparnwisataan (Lembaran Dacrah Kota Metro
Tahun 2012 Nomeor 11, Tambahan Lembaran Dacrah Eola Metro
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Metra Nomor 3 Tahun 20015 tentang
Reticana Induk Penpembangan Pariwisata Dacrah Kota Metro
Tahun 2014-2033 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daesrah Normor 03);
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Peraturan Daerah Kola Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro
Tahun 2005-2025 [Lembaran Daerah Koia Metro Tahun 2016
Momor 14, Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Meiro
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan
Lembaran [aersh Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daersh Kota Metro Nomor @ Tahun 2019 (Lembaran
Dacrah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 9);

Peraturan Daersh Kota Metro Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung (Lembaran
Duerah Kota Metro Tahun 2017 Momeor 8, Tambehan Lembaran
Daerah Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Kota Wisata (Lembaran Dacrah Kota Mctro
Tahun 2017 Nomaor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10];

Dangan Persetnjuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSEAN:
Mcnetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN MUSEUM DI KOTA
METRO.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

el

Daerah adalah Kota Metro sebagai kesatnan masyarakat hukum
vang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemenntahan  dan  kepentingan
masvarakal setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sislem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerinlah Daerah adalah kepala daerah scbagasi unsur
penvelenggara  pemerintahan  deersh  yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewecnangan
daeral oLoto.

Walikota adalah Walikota hMetro.

Perangkal Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah dalam  penyelenggaraan urusan
pemerintahan yvang menjadi kewenangan daerah.
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Dirnas adalah Perangkat Deerah di Kota Metro yang membidang urusan
pemetintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Museurn adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkar,
memanfaatkan koleksi dan mengkamunikasikannya kepads masyarakat,

Koleksi Muscum yang sclanjuinya disebul Koleksi adslah Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan,/atau Struktur Cagar Budaya dan/artan
Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atan
malerial alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah,
ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi dan/atau
parnwisata.

Benda Cagar Budaye adalah benda alam dan/atau benda buatan matiuasia,
buik bergerak maupun tidak bergerak, berupu kesatuan atau kelompok, atau
bagian-bagiannya, atau sisa-sisanys yang memiliki hubungan erat dengan
kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia,

Bangunan Cagar Budaya adalah si1sunan binaan yang terbuat dari benda alam
atau benda buatan manusia unluk memenuhi kebutuhan ruang berdinding
dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Struklur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuar dan benda alam
dan /atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan
yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk Menampung
kebutuhan manusia.

Bukan Cagar Pudaya adalah benda, bangunan, dan/atan struktur yang tidale
memenuhi kriteria Cagar Budaya.

Pemilik Museumn adalah pemerintah, pemerintah daerah, sctiap vrang atau
masyarakat hukum adat vang mendirikan ouscumn.

Pengelola Museum adalah sejumlah orang yang menjalankan  keglatan
Museurn.

Registrasi adalah proscs pencatatan dan pendokumentasian Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Strukmr Cagar Budaya atan
Bukan Cagar Budaya yang telah ditetapkan menjadi Enleksi.

Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan Kolcksi ke dalam buku inventatis.

Pengelolaan Museum adalah upaya terpadu melindungi, mengembanghan dan
memanfaatkan Koleksi melalui  kebijakan pengaturan  perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan untuk scbesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat.

Pengkajian Museum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurac kaidah
dan metode yang sistematis untuk mempercleh data, informasi dan keterangan
bapi kepentingan pelestarian.

Pemanfaatan Museum adalah pendayagimaan Keleksi untuk kepentingan
scbesar-besarnya kescjahterasan masyarakat dengan tetap memperiahanlkan
keelestanannya.

Kompensasi adalah imbalan berupa uang danfatan bukan uang dari
Pemerintsh atau Pemerintah Daerali.

Setiap Urang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usahs
berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Masyvarakal Hukum Adat adalab kelompok masyarakat yang bermulam di
wilayah geografis terteniu yang memiliki perassan kelompok, pranata
pernetintahan adat, harts kekayaan/benda adat dan perangkat norma hukum
adat.
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Gubernur adalah Gubernur Lampung.

Menteri adalah mentenn yvang menyelenpearakan urusan pemerinlahan o
bidang kebudayaan.

BAR IT
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan

Paszal 2

Peraturan Daerah tentang pendirian Muoseum ditujukan sebagai pedomat
pendirian, pengelolaan dan pengembangan Museum di daerah.

Museum di daerah didirikan sebagal salah satn bentuk pelayvanan publik
dengan penyediaan lembaga permanen yang tUdak mencan keunlungan guns
melayar masvardkal dengan Lwpuan pengkaglan, pendidiken, kesenoangan dan
pariwisals,

Tiguan pada hidang penghajian sebagmimana dimalksud pada avat [2)
dilakukan melalui pengembangan kelembagaan dan fungsi Museum sehingga

marmpl mengemban fungst sosial sebagal pemeliharaan tata nilal serta transfer
budays anlar generas,

Tujuan pada bidang pendidikan schagmmana dimaksud pada ayat [2)
dilakukan melalui pemanfaatan Museum untuk kepentingan pendidikan dan
pembelajaran bagi masyarakat.

Tujuan di bidang kesenangan sebagaimana dimaksud pada aval (2) dilakukan
melalui pemberian lavanan kepada masyarakat yang dapat menimbulkan rasa
kesenangan dan kepuasan bagl pengunjung.

Tujuan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilakukan
melalui pemanfaatan Museum sebagai daya tark wisala.

Bagian Kedua
Ruang Linglkup
Pasal 3

Fuang lingkup yang diatir dalam Peraturan Daerah ind, melipuli ;

ST - -

—
g

LS
[

pcndirian, pendaftaran, dan siandarizasi Museumn;
sumber daya manusia permuseumar;

pengclolaan kolelosi Museum;

pengamanan Musewm;

pengembangan Museum,

pemanfaatan Museum;

permbinasan dan pengawagan;

pendanaan Muaseum;

peran serta masyarakat; dan

kompensasi pomerintal.
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BARB IT1
PENDIRIAN, PENDAFTARAN DAN STANDARISASI MUSEUM

Paragraf 1
Pendirian

Pasal 4

Pemerintah Diacrah, Sctiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat dapal
mendinkan Museum.

Pendirian Muscum sebagaimena dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
PETEVATALAD :

#. wermhiki visi dan misi:

b, memililka kolcksi;

¢, memiliki lokasi dan fatan bangunan;

d. memilild sumber daya manusia;

e. memilik sumber pendanaan teiap;

[, memiliki peralatan; dan

g. memiliki nama Muscum.

Dalam hal pendinian Museum dilakukan oleh Sctiap Orang atau Masyarakat

Mukum Adat selain memenuhi persyaratan scbhagaimana dimaksid pada
aval (2) juga harus memenuhi perayaralan berbadan hukim Yayasan,

Pasal 5

Pendirian Museum dilakukan dengan langkah-langkah berikut :
a. perencanaan pendinan;

b. permohonan pendirian; dan
c. pelaksanaan pendirian.
Pendirian Museum sclain dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana

diatur pada ayat (1) juga harus memiliki tujuan yang jelas serta harus memiliki
dokumen perencanaan induk {master plan] vang komprehensif.

Pasal 6

Perencanaan pendirian Museumn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayvat (1]
huruf a, paling sedikit menjelaskan tentang

a.

b
o
o

[ B 4

(1)

Jjenis Museumn yang akan didirikan:

koleksi yang akan ditampilkan;

lokasi yang ditetapkan;

bentuk bangunan yang dibangun atau dipergunalan;
peralatan yvang dibuiuhkan; dan

kebutuhan ketenagaan pengelola mmuseum.

Pasal 7

Permohonan pendirian Museum scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat {1)
huruf b harus dilengkapi dengan proposal yang memuat :

a.  ligusn pendirian Museum;
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b, dala kelels sesud denpgan Luauan pendinan Muscumn;
c. rencana jangka pendek dan rencana janglka panjang;

d. pambar situast bangunan Muscum, yang harms memuat mang pameran,
ruang penyimpanan kolcksi, ruang perawatan, dan rmang administrasi,
sertd peralatan Muscurm;

e. |keterangan status tanah hak milk atau sekurang-kurangnya berstatis
hak guna banpunan (HGB) dan izin mendirikan bansunan (IMB);

[, keterangan tenaga pengelola (pimpinan, tenaga administrasi, dan tenaga
toknis); dan

g keterangan sumber pendanaan totap.

Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diteliti
atau dikaji oleh Tim Teknis.

Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas :
a. menchit kelengkapan dokumen permobonan;

b. mclakakan peninjauan lokasi;

¢. melakuksn penpecckan terhadap koleksi sesuai dengan visi, misi dan
tujuan Muscum; dan

d. melaporkan hasil dan sasaran pertimbangan persetujuan alau penolakan
dalam bentuk surat rekomendasi kepada Waliloota.

Dalam waklu selambat-lambatnya 30 (tga puluh)] hari kerja sejak diterimanya
permohonan secara lengkap dan benar, Walikota memberi perseiujuan alau
penolakan selelah memperhatikan saran dan pertimbangan dasi Tim Telknis,

Pasal 8

Pelaksanasn pendirian Muscum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oayar (1)
huruf ¢, paling sedilkat harus memniliki ¢

H.
1.

(1)

(2}

(3]

4]

imin peruntukan lokasi bangunan Museum; dan

imn mendinkan banpunan Muscuam,

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 9

Pendirian Muscum olch Pemerintah Daerah, Setiap Orang, atau Masyarakat
Hukum Adal harus didaftarkan,

Pendirian Museum schagaimana dimaksud pada ayet (1) didaftarkan kepada ;

4. pubermur, untuk Muscum yang didirikan oleh pemerinlah daerah; ataa

Tr.  walikola, unluk Musecum yang didirikan oleh  Setiap Orang  atana
masyarakat hukum adat.

Walikola, yang mencrima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
hurul b dapatl memberikan izin pendirian Museum seielah dilakukan verifikasi.

Walikota yang memberkan izin schagaimana dimaksud pada avat [(3) mencatat
Museum ke dalam daltlar Muscum vang berada di wilayvahnya,
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wWalikota yang telah mencatatkan Museum sesual  kewenangannya
sehagaimana dimaksud pada ayvat (4) mendaltarkan Mussum tersebul kepada
Menteri untuk mendapatkan nomor pendaftaran nasional.

Paragraf 3
Btandarisasi Museum

Pasal 10

Standarisasi Museum dilakukan oleh Menteri sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(2]

(3)

(]

(1)
(2]

(3]

Paragraf 4
Pengalihan Kepemilikan Museum

Pasal 11
Museumn dapat dialihkan kepemilikannya apabila ;
a.  tenadi penggabungan Museum,
B, Pemilik Museum menghendalki;
. terjads peristiwa hukum; dan/atan
d. Pemilik Muscum tidak mampu melalukan pengelolaan Muscum.
Permilik Muscum yang mengalihkan kepemilikan Museum scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memberitabukan pengaliban kepemilikan

Museum kepada instansi Pemerinlah  alay  Pemerintah  Daerah  yang
bertanggung jawab di bidang permuseuman sesuai dengan kewenangannyva,

Pemnberitahuan pengalihan kepemilikan Museurn sebapaimana dimaksud pada
ayat {2) dilengkam dengan :

a. dentitas pemilik Museum;

b, idenlitas pihak yang menerima pengalihan kepemilikan;

¢,  alasan pengalibhan kepemilikan Museum;

d. fama Museum; dan

e. dallar inventarns Koleksi.

Pengalihan  kepemilikan Muscum sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

diprioritaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
SUMEER DAYA MANUSIA

Pasal 12
Pemilik harus menyediakan sumber daya manusia untuk mengelola Muscum.

Sumber daya manusia schapgaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikic
lerdhimi alas kepala Museum, tenaga teknis dan tenaga administrasi.

Penyiapan sumber daya manusia Museum  diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.
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(1)

(2]

BAB V
PENGELOLAAN EOLEKSI MUSEUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki
Muscum wajib mengelola Koleksi baik yang berada di dalam ruangan maupun
di luar ruangan.

Lingkup pengelolaan Museum yang berada dalam rusngan sebagaimana
dimaksud pada ayat [1}) meliputi pengelolaan adminisirasi dan pengelolaan
telknis Koleksi.

Bagian Kedua
Pengelolaan Administrasi

Paragraf 1
Koleksi

Pazal 14

Koleksi Museum dapat berupa :
a. benda utuh;

b, fragmen;

e, benda hasil perbanyakan atau replika;
d, spesimen;

¢, hasil rekonstruksi, dan/atan

[ hasil restorasi.

Eoleksi sehagaimana dimaksud pada ayal (1) haras memenuhi syarat
a, sesuai dengan visi dan misi Mueseum;

b,  jelas asal usulhya;
¢. diperoleh dengan cara yang sah;
d. keterawatan; dan/atau
e, lidak mempunyai efelk negatif bapgl kelangsungan hidup mamusia dan
alarm.
Paragrafl 2
Pengadaan dan Pencatatan Koleksi
Pasal 15

Pengadaan koleksi dapat dipcroleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah,
imbalan jasa, pertukaran, pembeclhan, hadiah, warisan atau Konversi,

(1]

Pasal 16

Pengadaan koleksi dilalkulkan oleh tim pengadasn keleksi yang dibenluk
dengan keputusan kepala Museum,
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{2) Tim pengadaan koleksi scbagaimana dimaksud pada avat (1) bertugas

(3

I

(3]

(1]

(<]

(1]

(2)

(3]

melakukan kajian yang meliputi aspek :

2. ilmiah;
b, legalitas; dan
c. FAsik,

Hasil kajian sebagmimana dimaksud pada aval {2) diserahkan oleh  tim
pengadaan koleksi kepada kepala Museurmn.

Kepala Museum membuat lkeputusan pengadasn  koleksi  dengan
mempertimbanghkan ;

g kemampuan Muscum melakukan pelestarian:

b.  koleksi yang diusulkan akan berguna bagi pengembangan Museum:
c.  hasil kajian tim pengadaan koleksi; dan

d. tidak bertentangan dengan etika permuseuman.

Eepala Museum dapat memberikan pertimbangan khusus untuk mengadakan
Kolcksi yang tidak sesuai dengan visi dan misi Museum karena untuk

4.  penvelameatan;
b. pengamanan; dan/atan
c. pemeliharaan.

Pasal 17
Eegiatan pencatatan kolcksi meliputi -
4. Registrasi yang dilakukan oleh register; dan
b. Inventarisasi yang dilakukan oleh Kurator,

Registrasi dan inventarisasi merupakan dokumen koleksi vang menjadi satu
kesatuan dengan kaleksi,

Paragraf 3
Penghapusan dan Pengalihan Koleksi
Pasal 18
Koleksi dapat dihapus apabila :
A, Tusalk;
. hilang;

¢. musnah; danfatan

d. matcrial atan bahannya membahayakan.

Knleksi dapat dialibkan hak kepemilikannya apabila ;

a. lidak sesuai lagl dengan visi dan misi Museumn; dan/atan

L. jumlahnya terlalu banyak.

Penghapusan dan pengalihan hak kepemilikan koleksi sebagaimana dimaksud

pada ayal {1} dan ayat (2} vang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4]

(5]

(5)

(L)

{2}

(1)

()

(3]

(4}

I{:l:nlel-:si yang hilang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b dapat
dibapus sctelah lebih dari 6 (enam] tahun sejak koleksi diketahui hilang.

Penghapuean koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat {4) tidak menghapus
catatan dalam Regisirasi dan Inventarisasi.

Dal:_arn hal koleksi yang dihapus karena hilang diternukan kembali, nomor
Registrasi dan Inventarisasi vang lama diberlakulkan kembali.

Pasal 19

Penghapusan koleksi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh
tm penghapusan koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala Museum.

T:m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berianggung jowab melakukan
kajian dari aspek

a. ilmiah; dan

b. fisik,

Paragraf 4
Peminjaman Koleksi

Pasal 20

Museum dapat meminjam dan/atau meminjamkan Keleksi dengan tujuan
untuk :

a. Lkepentingan kebudavaan;

b.  pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan:
c. penchuan; dan/atan

d. promosi dan informasi.

Peminjaman koleksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
syarat :

a. memperhatikan pelestarian kolelesi;
b. dibuat dengan perjanjian tertulis; dan
c. menjaga kescimbangan subsians tata pameran tetap Muscum.

Perjanjian tertulis peminjaman koleksi sebagaimana dimaksud pada avat (2)
huruf b paling sedikit memupat -

a. identitas para pihak;
daftar koleksi vang menjadi objek perjanjian:
tujuan peminjaman;

B0 o

TENCAana PenggUnaaT;

Jjangka wakiu peminjaman;,
hak dan kewajiban para pihak;
wanprestasi;

= | oo

keadaan tak terduga di luar kemampuan manusia; dan
penyvelesaian apabila terjadi sengketa.

e
-

Peminjaman koleksi berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perandang-undangan.
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(1}
(2]

(1]

(2]

(3]

()

Pasal 21
Koleksi yany dipinjamkan ke luar negeri harus mendapart izin dari Menteri.
Peminjaman keleksi berupa Cagar Budaya ke lar negeri selain mengacu padsa

ketentuan sebaguimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan
sceual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagal 22
Perminjam Koleksi wajib menjamin
a. keterawatlan koleksi: dan
b,  kcamanan koleks:,

Peminjam  koleksi luar negeri selain memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) jupa harus mengasuransikan koleksi.

Peminjam schagaimana dimaksud pada aval (1} dan ayat (2] dhilarang
melakukan perbanyakan atau replika terhadap koleksi yang dipinjam tanpa
izin tertulis dan pemilik Museum,

Perbanyakan atau replika koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) vang
berupa Cagar Budayas dilakukan sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

Bagian Ketiga
FPengelolaan Teknis Koleksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Pengelolaan tcknis koleksi dilakukan melaiui -

a.
b.

(1)
{2)

(3)

4

(h

penvimpanan; dan
pemehharaan.

Paragraf 2
Penyimpanan

Pasal 24
Koleksi disimpan di ruang penyimpanan dan /atau ruang pamer,

FPenyimpanan  koleksi harus  dilakukan dengan  memperhatikan
pelindungannya.

Perlindungan sebagaimana dimaksud pads ayat (2) meliputi penyelamatan,
pengatmanan dan pemeliharasn,

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan uniuk pelindungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] menjadi tanggung jawab Kepala Museum,

Pasal 25

Ruang penyimpanan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat {1]
dapat berupa ruang penyimpandan tertutup danj/atau ruang penyimpanan
terbuaden.
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(2] Koleksi dapat disimpan dalam ruang penyimpanan terbuka apabila bentuk dan
ukurannya tidak memungkinksn untuk disimpan di ruang penyimpanan
tertutap.

(3] Koleksi yang disimpan dalam ruang penyimpanan harus
a.  sudah dilakuken registrasi; dan

b.  sudah dilakukan perawaran.

(1) Rueng penyimpanan koleksi berada di zona non publik.

Pasal 26
11)  Ruuang pamer koleksi sebagaimans dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapart
berupa ruang pamer tertutup atau ruang pamer lerbuka.

(2) Koleksi dapat disimpan di ruang pamer terbuka apabila bentulk dan ukurannya
tidale memungkinkan untuk disimpan dalam rueng pamer tertutup,

{3} Koleksi yang disimpan dalam ruang pamer harus -
4. sudah dilakukan registrasi:

b.  sudah dilakukan penelitian;
c. memiliki nformasi: dan
d. sudah dilakukan perawatan.

Pazal 27

Koleksi wang unik, langka, dan memiliki tingkat informasi tinggl harus
mendapatkan perlakoan khusus berupa ¢

a. disimpan di ruang penyvimpanan vang terjamin keamanannya; dan
b, dibuatkan replika untuk dipamerkan.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pazal 28
{1) Pengelola Museum wajib melakukan pemecliharaan koleksi yvang dilakukan
sECAta lerintegrasi.

(2] Pengelula Museum wajib membuat prosedur operasional standar untak
Pemeliharaan Koleksi,

(3) Kepala Museum bertanggung jawab menvediakan sarana dan prasarana yang
dibutuhkan untuk pemeliharasn kolcksi.

Pasal 29
(1) Pemeliharaan koleksi dilakukan olch Konservator,

(2) Dalam hal Museum tidak memiliki Konservator sebagaimuna dimaksud pada
ayat (1) dapat menggunakan Konservator dari Museum atau lembaga lain,
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Pasal 30

Pengelola Museum yang tidak melaksanalean pemeliharaan kolcksi sesuai dengan
tugas dan tanggung jawabnya, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(1)

(2}

(3}

(4]

(S5

=)

(7)

(1

(2]

(1]

BAB VI
PENGAMANAN MUSEUM

Pasal 31
Pengamanan Museum mcliputi :
a.  gedung;
b.  koleksi; dan
C. TmmAnusia.

FPengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulkan uvlch Pengelaola
Muserim.

Dalam melaksanakan pengamanan scbagaimana dimaksud pada ayat (2],
Pengelola Museum dapat melibatkan penyedia jasa pengamanan,

Penyedia jasa pengamanan sebagaimana dimeksud pada ayat (3] tidak dapat
melakukan pengamanan diruang penyimpanan dan ruang PaEmer,

Pengamanan Museum scbagaimana dimaksud pada ayat (2), avat (3], dan ayat
(4) menjadi tangeung jawab kepala Museum.

Dalam rangka pengamanan Museum, kepala Museum melakukan koordinasi
dan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia,

Pengamanan bangunan gedung Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

Pasal 33

Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan
untuk memberikan pelindungsan dari ancaman yang discbabkan oleh alam
dan/atau manusia,

Dalam rangka pengamenan Museum schagaimans dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar.

BAR VII
PENGEMBANGAN MUSEUM

Bagian Hesatu
Penglmjian
Pasal 33
Pengkajian di Muscum dilalukan terhadap
a. loolelosi;
b. pengelolaan;
€. pengunjung dan/atau
d. program.
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{2)

(3]

(4]

(1)

(2}

Pengkajiat di Muscum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. wajih dilakukan oleh Pengelola Museum: dan/atau

b. dapat dilakukan cleh Setiap Orang ateu Masvarakat Hukum Adar dengan
izin dari kepala Museum.

Pengkajian sebagaimana dimaksud pada avat (1) haras memenuhi standar
pengkajian sesual dengan kelentuan perafiran porundan g-perundangan.

Setiap Orang atau Masyarakat Hulim Adal yang melakukan pengkajian
scbagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b harus menyerahkan hasil
pengkajiannya kepada Pengelola Muscum.

Pasal 34

Penglkajian Koleksi dilakukan dengan tujuan untuk ;

8. meningkatkan potensi nilai dan informasi koleksi untuk dikomunikasikan
kepada masyarakar;

b,  pengembangan ilmu pengetahuan;
¢,  pongembangan kebudayvaan; dan/atau
d. menjaga kelestarian kolelsi,

Penglaajian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan
keterawatan kolekosi,

Pasal 35

Pengkajian pengelolaan dilakulean untuk -

a.
=3

[

(1)

(<)

pengembangan lembaga Museum;
mengukur dan meningkatkan kinerja Pengelola Museum; dan /arau
pengermbangan kebijakan pengelolasn Muscum.

Pasal 36
Pengkajian pengunjung dilakukan untuk mengetahui
a.  indeks kepuasan pengunjung terhadap pelayanan dan penyajian Museum:
b.  harapan pengunjung lerhadap pelayanan dan penyajian; dan Jatau
c. tingkat kepahaman pengunjung teThadap informeasi yang disampaikan.

Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan
pengelolaan dan pelayanan Museum.

Pasal 37

Pengkajian program dilakukan untuk mengetahwui ;

a.
b.
C.

tinglat keberhasilan program;
indcks kepuasan masyarakal terhadap program Museum: dan/atau
harapan masyarakat terhadap program Muscum.
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(1]

=

(3]

(4)

(=]

(3]

(4]

Bagian Kedua
Kerja Sama

FPasal 38

Pengembangan Museum dapat dilakukan dengan cara kerja sama dalam
bidang pendidikan, sosial, itmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, serta
panwisata,

Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip :
a. |hesepakatan;
b.  kesctaraan dan saling menguntungkan;
c. tidak merusak Koleksi;
tidak mengomersialkan Koleksi; dan
£, lhdak dipunakan untuk kepentingan politile tertentu.
Kerja sama dulam pengembangan Museum dilalkukan oleh -
Petnerintal;
Femerintah Dacrah;
Seliap Orang; atan
Masyarakat Huknm Adat.

= = A

Ketja sama dilalukan dalam berntul :

4. parmeran;

b. penelitian;

¢, program publil;

d. pelatihan sumber daya manusia;

.  publikasi:

f.  perbanyakan atau replika koleksi; dan/atau
E

promosi dan informasi.

BARB VIII
PEMANFAATAN MUSEUM

Pasal 39

Pengelola Museum, Sctiap Orang dan/atau Masyarakal Hukum Adat dapat
memanfaatkan Museum untuk layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu
pengetahuan dan teknolog, kebudayvean dan/atau pariwisata,

Pemanfaatan Museum scbagaimana dimaksud pada aval (1) dapat dilakukan
terhadap koleksi, gedung,dan /atau lingkungan.

Pernanfaatan Museum oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat
schagaimana dimaksued pada ayat (1) dilakukan untuk tujuan pendidikan,
pengembangan bakat dan minat, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta
kescnangan berdasarkan izin kepala Museum.

Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Huloam Adai VHTIE
memanfaatkan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk
memiungsikan kembali koleksi sebagaimana fungsi aslinya.
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(5)

Pemaninatan kolcksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tetap
mengutamakan pelestarian.

Pasal 40

Pemanfaatan Museum dalam penyedizan layanan pendidikan dilakukan dengan
cara :

a.
b.

L

(1}

{<)

(3]

[£2)

(1]

(<)

(3]

mendatangkan peserta didik beserta pendidik ke Museum:
menyelengparakan Musewmn keliling; dan/atau

memberikan penyuluhan Museum dan koleksi vang ada di Museumn.

Pasal 41

lzin Pemanfaatan Muscum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)
berisi :

a. tujuan pemanfaatan;

b, wakiu pemanfaatan;

c. lokasi pemanfaatan;

d cara pemanlastan;

bentuk pemanfaatan; dan

f.  jumlah orang yang melakukan pemanlaatan.

£

Cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilalukan
berdasarkan ketentuan yang berlaku di Museum yang bersangkulan.

FPemanfaatan Koleksi yang kondisinya rapuh, langka, atau bernilai ckonomi
tinggi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perbanyvakan ataun
replika.

Pernanfaatan dengan cara perbanyakan atau replika terhadap Kolcksi berupa
Cagar Budaya dengan izin pcjabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Permnanfaatan dengan cara perbanyakan atau replika terhadap Kolcksi Bulkan
Cagar Budaya oleh Setiap Orang dan/atau Masyvarakat Hukum Adat dilakukan
dengan 1zin kepala Museum.

Seliap pemanfaatan didahului dengan kajian untuk mencegah kerusakan pada
Kolcksi, gedung dan/atau lingkungan Museum.

BABE IX
PEMEINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Walikols melakuken pembinasn dan pengawasan terhadup Pengelolaan
Museum secara langsung dalam wilayvahnya.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimnaksud pada ayat (1) walikota dibantu oleh Dinas.

Dalam menjalanken  fungsi pembinean dan  pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat melibatkan Perangkat Kerja lain di dasrah,
bailkk pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengembangan serta cvaluasi.
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(1]

()

(1)

(2]

Pasal 43

Pembinaan dun pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan
berdasarkan hasil cvaluasi Museum.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud peda ayat (1) dilalukan
terhadap :

a. kelembagaan Musewn;
pengelolaan koleksi;
peningkatan sumber daya manusia;

pengembangan Museum; dan

"R oo

pemaniaatan Museum.

Pazal 44

Pembnnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilakukan
melalul ;

8. bimbingan tekois Muscum;
b.  advokasi pengelolaan Muscum; danfatau
c.  bantuan yang dapat berupa dana, sarana dan/atay tenaga ahli.

Penpawassn scbagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilakukan
melahii penilaian terhadap ;

a. kelembagoaan Museum; dan
b. pengelolaan Museum.

BAE X
PENDANAAN MUSEUM

Pasal 45

Pemilik Museum wujib menyediakan dana Pengelolaan Museum,

Pasal 46

Museurn milik Pemerintah Daerah pendanaannya berasal dari -

a.
b,
c.

(L)

{2)

Angegaran Pendapatan dan Belanja Nepara;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan/atau

sumber lain yang sah dan tidek mengikat sesuni dengan ketentuan peraturan
perundang-undsangan.

Pasal 47
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Setiap
Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Muscum.

Banluan pendanaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) digunakan untulk
a.  pembangunan Museum:

b. revitalisasi Museum;

¢.  peningkatan kualitas sumber dava manusia lainnva.
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Pazal 48

Pemernintah Dacrah menyedinkan dana untuk penyelamatan koleksi dalam keadaan
darurat,

(1)

2)

(3]

(1)

(£

(L)

(2]

13

(4}

(=)

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

Setiap Orang danfatau Magsyarakat Hukum Adat dapat berperan scria
membantu  pengelolaan Muscum sebagai wujud peran serta  masyarakat
terhadap pelindungan, pengembangan dan fatau pemanfaatan Musem.

Peran serla masyarakat sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan scsuai
dengan visi dan misi Museum,

Peratt serta masyarakat dalam membantu pengelolasn Museum berdasarkan
asas iraneparansi dan akuntabilitas.

Pasgal 50
Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serig dalam
pengelolaan Muscum setelah memperoleh izin kepala Museum.

Setiap Orang dan/atan Masyarakat Hukum Adat yang berperan serta terhadap
pengelolaan koleksi harus memperhatikan aspek perlindungan,

Pasal 51

Peran serta yang dilakukan oleh Sectiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum
Adat schagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dapat berupa ;

g, ide;

h. sarana dan/atau prasarans Muscum;
penyerahan Koleksi;

penitipan Kolcksi;

tenaga; dan fatau

SR T

pendanaan Museum.

Penycrahan koleksi sebagaimana dimalksud pada ayat (1] huruf c vang
merupakan  Cegar  Budaya, harus berdasarkan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyerahan koleksi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan
Herita Acara penyverahan dari Museum.

Penitipan  koleksi schagaimena dimaksud pada ayat (1) hurad d yvang
merupakan Cagar Budaya, harus berdasarkan izin pejabat yung berwenang
sezual dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.

Penitipan  sebagaimana dimaksud pada ayatr (4] dilakukan berdasarkan
perjanfian yang memuat paling sedilit :

8. identitas para pihak;

b.  deskripsi Kalelesi,
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(1)

(<]

[

(1)

(2]

(]

c. hak dan kewajiban para pihalk;
d.  jangka waktu penitipan;
bukti penitipan dari Museum; dan

£

. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan.

Penilipan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar
Budaya maupun Bukan Cagar Budaya vang masih dalam proscs hukum dapat
dilakukan vleh aparal penegal hultum kepada Museum.

Pasal 52

Peran serta Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dilakukan secara
gsukarela dan tidalk berdasarkan kepentingan pribadi, kelompok, danfatau
kepentingan politik lerientu.

Peran serla Setiap Orang dan/atan Masyarakat Hulkum Adat dalam pendanaan
dapat dilakukan seketika atan secara berkala,

Diana vang berasal dari peran serta Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum
Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit olch auditor independen.

BARB XII
KOMPENSASI

Pasal 53

Walikota dapat memberkan kompensas: kepada :
a. SBetiap Orang atan Masvarakat Hukum Adat yang memibhla Musecum; alau

b. Betiap Urang atau Masvarakat Hukum Adat yang membenkan sumbangan
untuk Museumn.

Kompensasi scbagaimana dimaksud pada aval (1) dapal berup

a. pendampingan;

b, tenmaga teknis;

c.  tenapa ahli;

d. sarana dan prasarana; dan/ataua
e. tanda penghargaan.

Kelenluan lebih lanjul mengenal Kompensasi vang diberikan oleh Walikota
diatur dengan Peraturan Walikota sesual dengan Kewenangannya,

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanauan dan Peraturan Daerah ind harus sudah ditetapkan paling
lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Dacrah ini dinndangkan.
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Pasal 55
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tangeal diundangken.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Diaerah o dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro

pada tanggal 1 Crpitalper 2020

WALIEOTA METRO,
Diundanghkan i Metro

—_—
M_L
ACH PATRIN
pada tanggal ' Sepiwlger 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR d!
NGMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINST LAMPURG: [ 03/ 10711 /MTR /2020
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR *5[ TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN MUSEUM DI KOTA METRO

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
bahwa Pcmerintah mempunyal kewajiban memajukan kebudavaan secara utuh
untuk sebesar-besarnyva kemalkmuran rakyat. Paszel 32 ayat (1] Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “nepara
memajukan kebudavaan nasional ITndonesia di tengabh peradaban dunia dengan
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilal-
nilai budayanya®, sehingga kebudayaan Indonesia perlua dihavati aleh selurih warga
negara.

Berdasarkan landasan konstitusional tersebul, kebudayaan Indonesia vang
mencerminkan nilai-nilai lnhur hangsa harus dilestarikan guna memperkukuah jati
diri bangsa, memperlinggi harkal dan marlabal bangss, memperkual ikatan rasa
kesatuan dan persatuan, memperkual pengamalan Pancasila, meningkatkan
lualitas  hidup, memperloat dan memperkukuh pemsatuan baness,  serta
meningkatkan kesejahieraan masvarakal sebagsl arah kehidupan bangsa demi
terwujudniya cita-cita bangsa pada masa depar.

Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada
masa lalu, masa kini, meupun vang akan datang, perhu dimanfaalksn sehagai
modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya dan
Bukan Cagar Budaya menjadi perlu untuk dipertahankan keberadaasnnya karcna
mengandung nilei-nilai penting bagi umat. manusia, seperti sejarah, estelika, ilmu
pengetahuan, etnologi dan keunikan khusus melalui keberadaan suatu Muscum.

Dalam konteks pembangunan dan pengembangan kola, keberadasn Museum
menjadi penting karena ia merupakan titik simpul berbagai dimensi, mulai dan
seni, sosial, budava, pendidikan, politik, ekonomi, hukum, hingga sejarah. Sebab
itulah, museum bagi sebuah kota adalah sebuah keniscayaan, tdak terkecuali bagi
Kota Metro. Apalagi Kola Melro sudah melewati rentang scjarah yang cukup
panjang dan unik sejak era kolonial Hindia Belanda hingga era Beformasi, Kota
Metro memiliki sejarah panjang dengan ribuan arlefak yang tak ternilai harpanya,
baik terindera ataupun tak terindera. Kola Metro saat imi telah menjalani
transformasi menarik seiring perubahan tata ekonomi, sosial, politik, dan budaya di
negeri ini. Tak ada kota lain {minimal di Provinsi Lampung) yvang memilld riwayat
sejarah yang idenlik dengan Kota Metro yang dibuktikan dengan keberadaan
banyak benda cagar budaya di kota ind.

Pasal |8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cegar Budaya, upayz
Pelestarian Benda Cagar Budaya, Banpunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur
Cagar Budaya dan Bukan Cagar Budaya dilakukan olch Muscum sebagai lembaga
permanen yang tidak mencari keunlungsan gunsa melayani masyaraket dengan
tujuan pengkajian, pendidikan dan kesenangan serta pariwisata,
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Peraturam Dlaerah i mengatur persyaratan  pendirian muscum  dan
keberadaannya dengan dukunpan sumber daya manusia yang mempunyai
kualifikasi tertentu untuk pengelolaan Museum, juga diatur bahwa setiap Orang
dan/fatau Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta melakukan pelestarian
melalni  pelindungan, pengembangan dan  pemanfaatannya  sehingga berhak
memperoleh penghargaan berupa kompensas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jclas

[asal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf (a)

Pasal 4
Ayat (1)
Culkup jelas

Ayar (2)
Huruf {a)
Cukup jelas

Huraf {b)
Cubkup jelas

Hurmaf (c)
Cukup jelas

Hrnaf {d)
Culap jelas

Huruf (g}
Cukup jelas

Huruf {f)
Culkup jelas

Huruf (g}
Yang dimaksud dengan ‘naima Musewrn' adalah nama dari
Museum yang didirilan

Avat [3)
Cukup jelas

Pa=zal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Avat [2)
Yang dimakaud dengan dokumen perencanaan induk’ atau master

plan adalah dokumen perencanaan (eknis yang sengaja disusun
secara profesional dan  secara  komprehensif khusus  untuk
pendirian museum vang secars detail lerwujud dalam detail plarn,
detail engineering design, serta maket.



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

FPasal 6
Cukup jeclas
Pasal ¥
Cukup jelas
Paszsal 8
Cukup jelas
Paszal 9
Cukup jclas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Aval (1)
Huruf (a)
Pemilik Museum wang melakukan penggabungan harus
membuat kesepakatan secars tertulis
Hurul (b}
Cukup jelas
Huruf [c]
Yang dimaksud dengan “terjadi peristiwa hukum® misalnya
pemilik Museum meningeal dunia vang menvebabkan
kehilangan statusnya secbagai  subjek  hukum  dan
kepemilikannya beralih kepada ahli waris.
Hurual {d)
Cukup jelas
Huruf (=)
Cukup jelas
Aval [2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Avat [4)
Cukup jelas
Pagal 12
Ayat (1]
Culkup jelas
Ayat (2]

Fepala Museum mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap
seluruh proses Pengelolasn Museum sesuai dengan visi dan misi
Museum.

Yang dimaksud dengan *tenaga teknis® adalah ;
a.  register yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan
pencatatan dan pendokumentasian Kolelosi;

b, Kurator yaitu perugas tcknis yang karena  kompetensi
keahlhiannya bertanggung jawab dalam pengelolaan Koleksi:
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c. konservator yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan
pemeliharaan dan perawatan Koleksi;

(. penats pameran yaitu petuges teknis yang melakukan
kegiatan perancangan dan penataan di museum;

e. ocdukalor yaitu petupas teknis yang melakukan kegiatan
edulkasi dan penvampaian informasi Koleksi; dan

f  hubungan masvarakat dan pemasaran yaitu petugas leknis
melakukan kegiatan komunikasi dan pemasaran program-
program Musewm.

Yang dimalksud denpan “tenaga administrasi” adalah enaga yang
melaksanakan pekerjaan :

a. ketatausahaan;

b. kepegawaian;

c. keuangan,

d. keamanan, dan/atau
kerumahtanggaan.

Axat (3}
Cukup jelas

Pasal 13
Culkup jelas

Paszal 14
Avat {1]
Huruf (=)
Yang dimaksud dengan *benda utuh® melipati benda,
bangunan, dan/atau struktur yvang  dalam  keadaan

sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana scmula
[tidak berubah, tidak rusak, dan tidak berkurang).

Huruf (b)
Yang dimaksud dengan “fragmen” adalah bagian atau
pecahan dari suatu benda yvang dapat diidentifikasi bentuk
utiuhnya dan terdapat ragam hias yang memiliki arti penting
hag ilmu pengetahuan, sgjarah, seni, danfatau kebudayaan.

Huruf (&)
Yong dimaksud dengasn *benda hasil perbanyvakan atau
replika®™ adalah duplikat atau reproduksi vang serupa benar
dengan aslinya dibuat untuk tujusn fertentu, seperh
pameran atou cenderamata, Hasil perbanyeakean atau replika
antara lain reproduksi foto dan lukisan.

Huruf (d)
Yang dimaksud dengan “spesimen” metrupakan abiota ataa
biota [tmanusia, hewan, atau tumbohan), baik utuh maupun
bagiannva vang memiliki arti penting bagl ilmu pengetahuan.
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Hunaf (¢}
Yang dimaksud dengan Crekonstruksi® adalah upay
mengembalikan  koleksi sebatas kondisi yang diketahui
dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan dan
tcknik pengerjaan, lermasuk dalam mengsunakan bahan
barma schagai  pengeanti bahan  asli dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Huruf (f)
Yang dimaksud dengan “restorasi”  adalah  upaya
memperbaiki kolcksi yang rusak agar mendekati sepertl
bentuk asli vang dapat dipertanggungjawabkan sceara ilmiah

Ayat (2]
Cukup jelas

Pasal 15 _
Konversi dilakukan apabila ditemukan Kolcksi di Museum yang tidak
diketahui asal usulnya.

Pasal 16
Avaul [1) .
Timm pengadaan koleksi terdiri atas Kurator, Register, dan
Konservator.

Ayat (2]
Culup jelas

Ayal [3)
Cukup jelas

Ayal (4
Cukup jelas

Ayal (5]
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Paszal 18
Avat (1)
Huruaf {a)
Yang dimeksud dengan “rusak® adalah mengalami
perubehan  wujud  dan geya  schingga  kehilangan
keeashannya.

Huruf (b
Cuknap jelas

Huruf ()
Cukup jelas

Huruf (d}
Yang dimaksud dengan “material atau  bahannya
membahayalan® adalah Koleksi yang memiliki bahan yang
berbahava sehingga membahayaken bagt manusia dan/alau
Koleksi lain,
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Avat [2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Culmap jelas
Ayal [5)

Culup jelas
Ayar (6]

Culup jelas

Fasal 19
Avat [1)
Tim penghapusan kolcksl terdiri alas Kurator, Register, dan
Eonservator.
Avat [Z)
Cukup jelas

Pasal 20
Caulkup jelas

Pasal 21
Culap jelas

Paszal 22
Culup jelas

Pasal 23
Culup jelas

Pasal 24

Avat (1)
Cukup jelas

Avat [2)
Cukup jelas

Ayat (3]
Culuap jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ‘sarana dan prasarang’ misalnya miang
pameran  disediakan perlengkapan, seperti alarmm,  lemari
penyimpanar, alat pengatur suhu, atau alat pengalur kelembaban,

Pazal 25
Avat 1)
Culup jclas

Ayat (2]

Cukup jelas
Avat (3}

Cukup jelas
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Ayat (4
g “'f!ang dimaksud dengan ‘zona nonpublik’ adalah area terfutup yang
tiduk dapat diakses secara bebas tanpa izin pengelola Museum.

Pasal 26
Culmup jelas

Pusal 27
Cukup jelas

Pazal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jclas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Huruf {a]
Yang dimaksud dengan ‘gedung’ melipuli bangunan beserta
fasilitasnya.

Huruf (b}
Culup jelas
Hurul () : _ :
Yang dimaksud dengan ‘manusia’ meliput  Pengelola
Museum maupun pengunjung pada arsa terbuka dan
reratup.
Ayat (2]
Cukup jelas
Aval (3)
Cukup jclas
Avat (4)
Cukup jelas
Ayat (3]
Cukup jelas
Avat (&)
Cukup jelas
Avat (7]
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
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Pasal 35
Culkup jelas

Fasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Avat (1)
Cukup jelas

Ayat. (2]
Cukup jelas

Avat {3}
Culup jclas

Avat (4] _
Yang dimaksud dengan  "memlungsikan  kemball

sebagaimana fungsi  aslinya” adalah  menggunakan Koleksi

sebagaimana [ungsinya sebelum menjadi Koleksi.

Pasal 40
Huruf [a)
Culkup jelas

Huruf (b}
Cultup jelas

Huruf (g}

Yang dimaksud dengan ‘penyuluhan Museum dan koleksi’ anlara
lain melakuken penyuluhan tentang tuges dan fungsi Museun

beseria koleksinya kepada masvarakar.

Pasal 41
Culoup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Posal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Culoup jelas

Pasal 46
Culup jelas
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Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Yang dimaksud dengan ‘keadaan darurat” adalah kendisi yvang
mengancam kelestarian Museum dan fatau koleksi, antara lain terjadinya
kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusuhan, dan perang.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 4%
Culup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cubkup jelas

Pasal 52
Culaup jelas

Paszal 53
Ayat {1]
Culkup jelas
Ayat (2]
Huruf {a)
Cukup julas
Hurul ()
Cukup jelas

Huruf (¢}
Cukup jelas

Huruf [d}
Culup jelas

Hurmf (e}
Yang dimaksud dengan “tanda penghargaan” antara lain
ucapan terima kasih, sertifikat, dan nama penyumbang
ditulis di Museum yang telah disumhbang.

Ayat {3}
Cukup jelas

Pasal 54
Culcup jclas

Pasal h5
Cukup jelas

'
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ...\,



